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I 
PENGERTIAN, TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL 

SPMI 

  

A. Sejarah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

 

 

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tidak terlepas dari 

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada 

tanggal 1 Februari 1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. 

Akademi ini kemudian dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas 

Syari'ah Ponorogo Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampelyang dipimpin oleh 

R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan menyelenggarakan Program Sarjana 

Muda.Selanjutnya tumbuh dan berkembang mulai tahun 1985/1986 dengan 

menyelenggarakan program Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka Jurusan 

Qodlo' dan Muamalah  Jinayah. 

Berikut adalah daftar pimpinan Fakultas Syariah Ponorogo Institut Agama 

Islam Negeri Sunan Ampel: 

1. R.M.H. Aboe Amar Sjamsoeddin, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1970-1975 

2. Drs. H. A. Herry Aman Zainuri, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1975 - 1983 

3. Drs. H. Sjamsul Arifin AR, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1983- 1988 
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4. Drs. H. Zein Soeprapto, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1988- 1991 

5. Drs. Mohammad Sofwan, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1991 - 1994 

6. Drs. H. Nardoyo, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1994 - 1998 

 

      

Lokasi Kampus Dari Masa Ke Masa 

 

Seiring dengan perkembangan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari 

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syariah Ponorogo Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel, dan STAIN Ponorogo, telah terjadi pula 

perkembangan dan perpindahan lokasi kampus. Berikut adalah lokasi dan 

perkembangan kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari masa ke masa. 

 

 1968-1974 Kampus Durisawo 

 

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrio Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo berdisi sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara 

resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syariah Ponorogo Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 

1968 sampai dengan 1974 kampus berlokasi di Kompleks Pondok Pesantren K.H. 

Syamsudin yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan Nologaten, 

Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah kondisi kampus di Durisawo tahun 1968-

1974. 

 

 

 1974-1976 Kampus Jalan Irian Jaya 
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Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H. Syamsudin, Fakultas Syariah 

Ponorogo Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel mengalami perpindahan 

lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah 

kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan perkuliahan. 

 

 

Kampus di Jalan Irian Jaya 

 

Suasana Perkuliahan di Jalan Irian 

Jaya 

 

 1976-1981 Kampus Jalan Sriwijaya 20 Atas 

 

Setelah selama dua tahun menempati ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono 

Ponorogo, Fakultas Syariah Ponorogo Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 

mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20 Atas, Desa 

Desa Banyudono Ponorogo. Berikut adalah salahs atu dokumentasi kegiatan 

perkuliahan di Kampus Jalan Sriwijaya 20 atas. 

 

Kampus di Jalan Swirijaya 20 atas 

 

Perkuliahan di Jalan Swirijaya 20 atas 
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 1981-2016 Kampus Jalan Pramuka 

 

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 1981 Lokasi 

Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka Fakultas Syariah Ponorogo 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan status menjadi 

perguruan tinggi negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Bahkan, pada tahun 2016, meningkat statusnya 

menjadiInstitut Agama Islam Negeri (Institut Agama Islam Negeri)Ponorogo. 

 

 

Kampus di Jalan Pramuka Tahun 

1981 

 

Kampus di Jalan Pramuka Tahun 

2016 

 

B. Ketua STAIN Ponorogo Tahun 1997– 2016 

    

  

Berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi Perguruan Tinggi, maka 

dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 
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Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sejak saat itulah semua 

fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri yang berlokasi di luar induk, 

berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi 

menjadi bagian dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. STAIN 

bersifat otonom dan merupakan unit organik tersendiri di lingkungan Departemen 

Agama (saat ini: Kementerian Agama) yang dipimpin oleh Ketua yang 

bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara fungsional 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen 

Agama. 

 Peresmian alih status tersebut ditandai dengan upacara yang diadakan oleh 

Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian, secara otomatis terjadi  

pemisahan   dan   peralihan  prinsip   antara  Rektor  Institut Agama Islam Negeri  

dengan  Ketua  STAIN  masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998 semua 

urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya 

dikelola otonom oleh masing-masing STAIN. 

 STAIN Ponorogo merupakan salah satu dari Fakultas daerah, yaitu 

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel di Ponorogo, yang 

dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. STAIN Ponorogo 

yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 

Dzulqaidah 1417 H. Dengan perubahan status tersebut, maka STAIN Ponorogo 

dapat membuka  tiga Jurusan yaitu Jurusan Syari'ah, Jurusan Tarbiyah, dan 

Jurusan Ushuluddin. 

Keberadaan STAIN Ponorogo berakhir pada tahun 2016 seiring dengan alih 

status menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Selama berdiri kurang 

lebih 19 tahun, telah terjadi empat kali pergantian Ketua STAIN Ponorogo.Berikut 

adalah daftar Ketua STAIN Ponorogo sejak tahun 1997 hingga 2016. 

1. Drs. H. Anshor M. Rusydi, Ketua STAIN Ponorogo Tahun 1998 – 2002 

2. Drs. H. Sugihanto, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2002 – 2006  

3. Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2006 – 

2010  

4. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2010 – 2014 

(Periode Pertama) dan Tahun 2014 – 2016 (Periode Kedua) 
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5. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. Rektor IAIN Ponorogo pertama, periode 

2017-2021. Dilantik tanggal 01 Pebruari 2017 oleh Menteri Agama RI.  

 

Rektor IAIN Ponorogo (2017-2021) 

Pada tahun 2016 ini, berdasarkan Perpres 75 tahun 2016, STAIN Ponorogo 

resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tujuan alih status ini 

adalah perguruan tinggi tidak hanya menyelenggarakan pendidikan profesional 

dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau 

kesenian tertentu, tetapi lebih luas lagi adalah dapat menyelenggarakan 

pendidikan profesional dan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis.  

Selain peningkatan secara kuantitas, keberadaan program studi di 

lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo juga mengalami peningkatan 

kualitas. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan akreditasi pada program studi baru 

yang telah berusia dua tahun dan juga reakreditasi bagi program studi lama. 

Hasilnya, lima program studi baru berhasil terakreditasi B dan lima program studi 

lama terakreditasi B. Selanjutnya, pada tahun 2016, institusi—semula bernama 

STAIN Ponorogo—telah mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT sesuai SK 

Nomor: 1146/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2016. Berhubung terjadi alih status dari 

STAIN Ponorogo menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, maka BAN-PT 

melakukan surveilen. Hasilnya, institusi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

kembali dinyatakan terakreditasi dengan predikat B. 
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Pembukaan

Prodi Magister : 

o Ekonomi

Syariah

Total 8 Prodi

(7 Sarjana dan

1 Magister)

2011

Pembukaan

Prodi Sarjana : 

o Tadris

Bahasa Inggris

o Pendidikan

Guru 

Madrasah

Ibtidaiyah

Total 7 Prodi

Sarjana

2007

Pembukaan

Prodi Sarjana : 

o Pendidikan

Bahasa Arab

Total 5 Prodi

Sarjana

2002

Pembukaan

Prodi Sarjana : 

o Muamalah

o Ahwal

Syakshiyyah

o Pendidikan

Agama Islam

o Tafsir Hadits

Total 4 Prodi

STAIN Ponorogo

berdiri

berdasarkan

Kepres Nomor

11 Tahun 1997

1997

1999

Pembukaan

Prodi Sarjana: 

o Komunikasi

dan Penyiaran

Islam

Total 9 Prodi

(8 Sarjana dan

1 Magister)

2012

Pembukaan

Prodi Magister: 

o Manajemen

Pendidikan

Islam

Total 10 Prodi

(8 Sarjana dan

2 Magister)

2013

Pembukaan

Prodi Sarjana : 

o Manajemen

Pendidikan

Islam

o Pendidikan

Guru 

Raudhatul

Athfal

o Ekonomi

Syariah

o Perbankan

Syariah

Total 14 Prodi

(12 Sarjana dan

2 Magister)

2014

Pembukaan

Prodi Sarjana : 

o Zakat dan

Wakaf

o Tadris Ilmu

Pengetahuan

Alam

o Tadris Ilmu

Pengetahuan

Sosial

o Bimbingan dan

Konseling/ 

Penyuluhan

Islam

Prodi magister:

o Pendidikan

Bahasa Arab

o Ahwal

Syakshiyah

Total 20 Prodi

(16 Sarjana dan

4 Magister)

2015
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2016

Total 20 Prodi

(16 Sarjana

dan

4 Magister)

 

Grafik Perkembangan Program Studi  

Menuju Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 
 

C. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengembangkan nilai inti dan 

budaya organisasi yang bersumberdari aI-Qur'an Surat aI-Mujadalah (11), yang 

artinya “..niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai pada al-Qur’an Surat al-Alaq 1-5, 

yang artinya  (1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

(2)  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4)  yang mengajar (manusia) dengan 
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perantaran kalam, (5)  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

Mensinergikan antara iman (implementasi Agama dalam arti ilmu-ilmu 

keislaman sebagai pedoman hidup), ilmu (implementasi dari ilmu pengetahuan 

umum sebagai jalan hidup), dan amal (implementasi dari akhlak dan moralitas 

sebagai wujud dari sikap hidup) menjadi ranah pendidikan di Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo yang lebih penting dari ranah kognitif, afektif, normatif 

dan psikomotorik. Dengan merajut paradigma interkoneksi antar agama, ilmu dan 

moral akan memiliki implikasi saling mengapresiasi dan saling memberdayakan 

nilai kebenaran universal umumnya, dan keislaman khususnya dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada 

masyarakat dengan tata kelola yang baik 

b. Menyiapkan human resources yang terdidik 

c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang berkualitas. 

 

a. Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang 
unggul dalam kajian materi dan penelitian 

b. Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan civil society 
c. Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran 

Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang 

Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani 

VISI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

MISI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Tujuan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 
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D. Logo Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

 Lambang Institut terdiri dari unsur-unsur 

 dan geometris visual, memiliki makna 

 sebagai berikut: 

1. Bentuk lambang adalah garis lengkung 

membentuk kubah melambangkan ciri 

khas masjid. Kerucut kubah berarti 

bahwa manusia hidup semata-mata 

untuk mengabdi kepada Allah SWT dan 

kelak akan kembali kepada-Nya dan 

menuju ke kehidupan yang abadi. Di 

bawah kubah terdapat kerucut yang 

menjorok ke bawah yang 

melambangkan bahwa asal-muasal 

manusia dari tanah. Oleh karena itu 

sepatutnya manusia tidak mengabaikan 

asal mulanya sehingga tetap mengakar di 

bumi serta memeliharanya dan pada 

akhirnya sebagai wujud syukur kepada 

Allah SWT; 

2. Ornamen segi enam berwarna kuning keemasan melambangkan Rukun 

Iman. Sebagai pemeluk agama Islam harus berusaha memperkuat iman agar 

menjadi manusia yang berharga laksana emas di sisi Allah Swt;  

3. Tiga lengkung dalam ornamen melambangkan bahwa iman harus dijaga dan 

dipelihara. Tiga lengkung dalam ornamen juga melambangkan adanya Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dijalankan civitas akademika Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo; 

4. Ornamen pena keemasan melambangkan tuliskanlah ilmu di dalam hati dan 

di dalam buku dan diamalkan dengan baik serta tinggalkan yang buruk 

berdasarkan ilmu tersebut agar menjadi insan yang berguna bagi agama dan 

negara; 

5. Al-Qur’an merupakan pedoman bagi umat Islam dalam mencapai 
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keselamatan dunia dan akhirat. Al Qur’an berisikan himpunan petunjuk 

kehidupan dan moral serta sumber inspirasi dan kaidah hukum yang harus 

ditaati dan digali dalam pengembangan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo; 

6. Buku merupakan sumber ilmu dan sebagai jendela dunia. Buku juga sebagai 

media pembelajaran, pendidikan dan membimbing kita untuk mengadakan 

penelitian-penelitian dalam bidang ilmu keislaman yang unggul; 

7. Warna Hijau memiliki arti sebagai kematangan dalam mengarungi 

kehidupan dengan berlandaskan al-Qur’an. Warna Hijau juga memuat pesan 

religius sebagaimana dimaksud dalam al-Qur’an Surat al-Insan (76): 21 dan 

Al-Kahfi (18): 31; 

8. Warna kuning pada ornamen dan pena melambangkan kemuliaan dan 

kebesaran jiwa. 

 

E. Mars Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 
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F. Hymne Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 
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G. Tata Kelola Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah lembaga pendidikan tinggi 

yang telah memiliki reputasi nasional. Organisasi dan sistem tata pamong Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo dilaksanakan secara kredibel, transparans, 

akuntabel, tanggung jawab dan adil. Hal ini mencerminkan institusi perguruan 

tinggiyang baik (good governance). Terbukti, berdasarkan akreditasi institusi 

yang dilaksanakan oleh BAN-PT, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berhasil 

memperoleh akreditasi dengan predikat B.  

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo senantiasa mendorong dan 

memotivasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mengembangkan 

diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, dan lain 

sebagainya. Kepemimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertumpu 

pada musyawarah mufakat, yang mengedepankan unsur keterbukaan dan 

kejujuran dalam mengambil kebijakan-kebijakan stategis. Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo bertanggung jawab kepada segenap stakeholder atas seluruh 

nilai, visi, misi, tujuan, dan prioritas yang telah ditetapkan. Struktur organisasi 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dirancang untuk menjamin mutu 

kebijakan, kinerja akademik, program penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
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H. Pengertian, Kebijakan, Maksud, dan Tujuan SPMI Institut Agama Islam 

 Negeri Ponorogo 

1.  Pengertian 

 SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh 

setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan 

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan 

dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.  

2. Kebijakan Mutu 

 Kebijakan Sistem Manajemen Mutu (SPMI) Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo periode 2018-2022, meliputi kebijakan Akademik dan Non-Akademik. 

Kebijakan SPMI dalam bidang Akademik, meliputi: 

a. Kebijakan mutu di bidang Pendidikan 

b. Kebijakan mtu di bidang Penelitian, dan  

c. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat.  

Kebijakan SPMI dalam bidang Non-Akademik meliputi: 

a. Kebijakan mutu di bidang Pengembangan sumber daya manusia 

b. Kebijakan mutu di bidang Kemahasiswaan 

c. Kebijakan mutu di bidang Layanan Administrasi. 

3. Tujuan dan Maksud SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Tujuan SPMI di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan mutu  Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara 

berencana  dan berkelanjutan baik pada aras program studi maupun aras 

institusi 

b. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di 

kalangan sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo baik di 

tingkat pimpinan tertinggi sampai ke jenjang pegawai terendah. 

c. Membantu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam mempercepat 

pencapaian visi, misi dan tujuannya. 
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d. Membantu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam memenuhi 

kebutuhan  pemangku  kepentingan  (stakeholders) baik internal maupun 

eksternal. 
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II 

Ruang Lingkup Manual SPMI 

 

A. Ruang Lingkup 

 Dalam  rangka  implementasi SPMI  sebagaimana  yang diwajibkan dalam  

PP No. 19 Tahun  2005 tentang Standar Pendidikan  Nasional, perlu dikemukakan 

bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang 

senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan 

dengan perkembangan secara berkelanjutan (continuous improvement). 

 Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

yang disusun Institut Agama Islam Negeri Ponorogo meliputi kegiatan SPMI 

bidang akademik dan non- akademik  yang  mengadopsi  8  (delapan)  Standar  

SNP wajib  minimal sebagaimana diatur dalam  PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

SNP, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang SNPT ditambah, dan  

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi, setidaknya ada 3 (tiga) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan 

SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo periode 2018-2022 yang bertujuan 

memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta 

evaluasi implementasi SPMI-PT. 

 Implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis 

berupa  Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, 

dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan/ ditingkatkan 

mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dilengkapi dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). 

 Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/ 

pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara 

berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP 

yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo serta Kebijakan SPMI Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun  atau 
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satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun 

berikutnya. 

1. Tahap Penetapan Standar SPMI 

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar 

SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, 

disusun, dan   dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta 

Tim Ad Hoc, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor. 

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI 

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi 

seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, 

UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga 

pendidik (dosen) dan  tenaga  kependidikan,  karyawan  non-dosen,  

mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 

tanggungjawabnya masing-masing. 

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  yang diawali dengan satu siklus 

kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh 

siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya. 

3. Tahap Evaluasi 

Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat dimana para 

pejabat struktural pada semua aras Perguruan Tinggi mengumpulkan data, 

informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk 

membandingkan antara standar Dikti yang telah ditetapkan dengan apa yang 

secara fakultas telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan standar Dikti telah berjalan sebagaimana 

seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi 

kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan  yang berpotensi 

menggagalkan pencapaian isi standar Dikti dalam SPMI. Dengan kedua cara 

ini, pejabat struktural hingga pimpinan Perguan Tinggi dapat mengetahui 

sejauh mana dan dalam hal ini apa mereka telah bekerja dengan baik atau 

buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam SPMI 
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adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan standar Dikti dan 

pelaksanaan standar Dikti telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan 

tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti. 

Sekalipun evaluasi dan pengendalian sukar dipisahkan sehingga 

seringkali keduanya dianggap identik, namun sebenarnya terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan. Karena itu, di dalam siklus SPMI 

keduanya dipisahkan menjadi dua tahap terpisah. 

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah 

mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar 

Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini 

dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan 

pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat 

penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. 

Dengan demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan  

yang baik tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika 

sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah 

tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus 

SPMI. 

4. Tahap Pengendalian Standar. 

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi 

standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program 

Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk   di   dalamnya   seluruh   

pejabat   struktural,   tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, 

karyawan non- dosen, mahasiswa dan alumni   dalam melaksanakan tugas, 

wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan 

terus-menerus. 

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI 

dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu Tim Monitoring dan Evaluasi, 

serta Tim Audit Internal, dengan  tujuan  agar  pelaksanaan  SPMI  tidak  

menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau 

pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan 
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pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. 

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan 

oleh masing-masing unit kerja bersama-sama LPM untuk mengukur 

ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institut. 

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar 

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan 

ketika pelaksanaan Standar SPMI  dalam siklus  kalender akademik telah 

dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru 

untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. 

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun 

berikutnnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh 

LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan 

melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di 

seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan  hasil  audit,  

serta  memberikan  rekomendasi  kepada unit yang bersangkutan dan 

melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan 

penetapan standar mutu baru. 

B. Dasar Hukum 

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek 

yang disebut butir-butir mutu. 

Butir-butir mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, 

pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan terhadap 

Peraturan Pemerintanh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman 

Pendirian Perguruan Tinggi Agama; 

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman 

Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana,dan 

Program Pascasarjana di  Perguruan Tinggi Agama Islam; 

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 tahun 2004 tentang Pedoman 

Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam; 

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 

Tentang Statuta  Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; dan 

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

12. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, 

Tahun 2010. 

13. Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo   

Tahun 2019/2022. 

14. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo Tahun 2018 

15. Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang SNPT 

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

17. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 
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18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik 

Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, Pendidikan Jarak Jauh Tahun 

2018. 

 

C. Istilah dan Definisi 

Dalam manual mutu ini, istilah-istilah serta definisi yang dipakai berkaitan 

dengan sistem manajemen mutu adalah istilah dan definisi yang dimuat dalam 

SPMI periode 2018-2022. Definisi dan istilah teknis yang terkait dengan 

pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan di Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta 

dijelaskan dalam prosedur atau dokumen lain yang terkait. 

a. Kebijakan Mutu  

 Kebijakan  SPMI  adalah dokumen berisi garis besar  tentang bagaimana 

perguruan  tinggi  memahami,  merancang,  dan  mengimplementasikan  

SPMI  dalam penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  sehingga  terwujud  

budaya  mutu  pada  perguruan tinggi tersebut. 

b. Standar Mutu 

 Standar  SPMI  adalah  dokumen  berisi  berbagai  kriteria,  ukuran, 

patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi suatu Perguruan  Tinggi  untuk  mewujudkan  visi  dan  

misinya  sehingga  memuaskan  para pemangku kepentingan internal dan 

eksternal perguruan tinggi. 

c. Manual Mutu 

  Manual  SPMI  adalah  dokumen  berisi  petunjuk teknis  tentang  cara, 

langkah,  atau  prosedur  Penetapan,  Pelaksanaan,  Evaluasi,  

Pengendalian,  dan Peningkatan  Standar  Dikti  secara  berkelanjutan  oleh  

pihak  yang  bertanggung  jawab dalam  pelaksanaan  SPMI,  baik  pada  

aras  unit  pengelola  program  studi  maupun  pada aras perguruan tinggi. 

d. Prosedur SPMI/Mutu 

Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis 

yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, misalnya prosedur (Standar 
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Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur 

perkuliahan, prosedur AMAI dan sebagainya. 

e. Formulir Mutu 

 Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi 

kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam  

mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk  

mencatat/merekam  hal  atau  informasi  atau kegiatan tertentu ketika 

Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma 

SPMI  memuat antara lain uraian tentang berbagai macam  maupun  

jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan 

Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti. 

f. Audit Mutu Akademik Internal 

 Audit Mutu yang dimaksud adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan 

independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta 

hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan untuk mencapai tujuan. 

g. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa 

yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa 

elaborasi/menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai 

standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci: 

h. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 

pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus audience, 

behavior, compatence dan degree 

i. Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar 

sehingga standar dinyatakan berlaku: 

j. Studi pelacakan:  kegiatan melakukan penelusuran terhadap beberapa hal 

untuk memeperoleh informasi. 

k. Uji publik:  memaparkan setiap standar di hadapan stakeholder untuk 

memperoleh masukan. 

D. Sistem Manajemen Mutu 

Sistem Manajemen Mutu dilakukan dengan menetapkan Standar SPMI 

melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut: 
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1. Menjadikan Visi dan Misi Institut Islam Negeri Ponorogo sebagai titik 

tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan 

yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum  dalam peraturan 

perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

4. Melakukan evaluasi diri dengan  menerapkan  SWOT analisis. 

5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya 

terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. 

6. Merumuskan  draf  awal  standar   

7. Melakukan uji   publik   dengan   mensosialisasikan   standar dalam rapat 

pleno atau seminar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

untuk mendapatkan masukan. 

8. Menyempurnakan  standar  atau  merumuskan  kembali  standar dengan 

memperhatikan masukan dari unit kerja di Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. 

9. Melakukan pengendalian dan  verifikasi tentang  pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 

10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor. 

Secara garis besar  tahapan  penetapan  Standar  SPMI dapat  digambarkan 

dalam gambar berikut ini: 

 LPM Menyusun Standar SPMI 
 LPM melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada pada Visi, Misi 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, PP No. 19 Tahun 2005, Renstra Institut 
Agama Islam Negeri Ponorogo dan kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo 

 LPM melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI 
berupa:  
- Dokumen internal berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo  
- Dokumen eksternal : UU dan PP pemerintah tentang SPMI-PT, SNP dll 

 LPM melakukan perumusan draf Standar SPMI mengacu 

visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Renstra serta 
Peraturan Undang-undangan yang berlaku 

 Draf Standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dengan para tim dan 
Pimpinan Universitas untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) 
untuk penyempurnaan standar SPMI 

 Hasil penyempunaan Standar SPMI, SOP dan Borang  dilaporkan Kepada Pimpinan 
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk mendapatkan Pengesahan 

 Rektor   mengeluarkan Surat Keputusan tentang Standar SPMI sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan standar SPMl diseluruh unit kerja di Institut Agama Islam 
Negeri Ponorogo. 
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Gambar 2.1 Tahap-Tahap Penetapan Standar SPMI 

 

E. Persyaratan Dokumentasi 

 Implementasi SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melalui suatu 

tahapan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan 

model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan 

dan Renstra serta Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam 

waktu satu siklus, yaitu satu tahun  atau satu kalender akademik dan diikuti oleh 

siklus yang sama pada tahun- tahun berikutnya. 

1. Tingkat I – Manual Mutu 

Pada dasarnya Manual SPMI  Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, 

pemantauan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI 

diimplementasikan di Institut Agama Islam Negeri. 

 Tahap Penetapan Standar SPMI 

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar 

SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Institut dirancang, 

disusun, dan   dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta 

Tim Ad Hoc, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor. 
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 Tahap Pengendalian Standar. 

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi 

standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institut, Fakultas, Program 

Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh   

pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, 

karyawan non- dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, 

wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan 

terus-menerus. 

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI 

dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu Tim Monitoring dan Evaluasi, 

serta Tim Audit Internal, dengan  tujuan  agar  pelaksanaan  SPMI  tidak  

menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau 

pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan 

pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. 

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan 

oleh masing-masing unit kerja bersama-sama LPM untuk mengukur 

ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institut. 

 Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar 

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan 

ketika pelaksanaan Standar SPMI  dalam siklus  kalender akademik telah 

dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru 

untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. 

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun 

berikutnnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh 

LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan 

melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di 

seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan  hasil  audit,  

serta  memberikan  rekomendasi  kepada unit yang bersangkutan dan 

melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan 

penetapan standar mutu baru. 
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2.  Tingkat II – Prosedur Mutu 

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh 

standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat Insititut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di 

dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan  tenaga  

kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. 

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Institut 

Agama Islam Negeri yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam 

waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-

tahun berikutnya. 

3.  Tingkat III – Instruksi Kerja 

Instruksi Kerja dibuat oleh prodi-prodi di lingkungan Isntitut Agama Islam 

Negeri  dengan mengacu kepada standar mutu institute. 

4.  Tingkat IV – Catatan Mutu 

Audit mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dan pengendalian mutu 

yang merupakan cara atau alat dimana para pejabat struktural pada semua aras 

Perguruan Tinggi mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti 

yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar Dikti yang telah 

ditetapkan dengan apa yang secara fakultas telah dilaksanakan atau dicapai. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar Dikti telah 

berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau 

mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi 

menggagalkan pencapaian isi standar Dikti dalam SPMI. Dengan kedua cara 

ini, pejabat struktural hingga pimpinan Perguan Tinggi dapat mengetahui 

sejauh mana dan dalam hal ini apa mereka telah bekerja dengan baik atau 

buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam SPMI 

adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan standar Dikti dan 

pelaksanaan standar Dikti telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan 

tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti. 

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah 

mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar 
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Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini 

dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan 

pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat 

penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Dengan 

demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan  yang baik 

tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya 

yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang 

dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI. 

F. Manual Mutu 

Manual Mutu diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo yang bertanggungjawab atas administrasi semua 

‘SALINAN TERKENDALI’ Manual Mutu. 

Manual Mutu didistribusikan dengan 2 cara: 

 Secara elektronik dengan fasilitas aplikasi IT dengan memberikan hak 

akses kepada yang berkepentingan. 

 Secara manual dengan mengirimkn salinan dokumen yang tidak tercakup 

dalam layanan revisi (Salinan Tidak Terkendali). 

Manual Mutu yang tidak dikendalikan ini dicap dengan ‘Salinan Tidak 

Terkendali’.  

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan meninjau Manual Mutu dan akan 

mengadopsi isinya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internal. Pemegang 

Manual Mutu yang terdaftar diminta untuk merekomendasikan 

peningkatan/perubahan yang bisa dilakukan pada manual mutu. Revisi Manual 

Mutu ini akan dilakukan per BAB, mekanismenya sesuai dengan prosedur 

pengendalian dokumen dan data.  

G. Pengendalian Dokumen 

Prosedur pengendalian dokumen dan data ditetapkan utnutk memastikan 

bahwa semua dokumen dan data (termasuk media elektronik dan dokumentasi 

sistem mutu yang dikendalikan) harus disetujui dan disahkan terlebih dahulu oleh 

personil yang berwenang.Perubahan terhadap dokumen dan data harus ditinjau 

dan disetujui oleh fungsi/organisasi yang sama dengan yang melakukan tinjauan 

dan persetujuan awal, kecuali bila secara khusus dilakukan penunjukan lain. 
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Bilamana dapat dilakukan, perubahan diidentifikasikan pada dokumen atau 

lampirannya yang sesuai. 

Pengendalian ini juga harus memastikan bahwa: 

a. Terbitan dokumen terkait yang sesuai tersedia di semua tempat kegiatan 

yang perlu bagi berfungsinya sistem mutu secara efektif. 

b. Dokumen yang tidak berlaku dan/atau kadaluarsa segera disingkirkan 

dari semua tempat penerbitan atau pemakaian, atau dipastikan dengan 

cara lain terhadap pemakaian yang tidak dimaksudkan. 

c. Dokumen kadaluarsa apapun yang tidak disimpan untuk keperluan 

hukum dan/atau pemeliharaan peengetahuan teridentifikasi secara 

memadai. 

Prosedur yang terkait dengan persyaratan ini adalah prosedur pengendalian 

dokumen dan data.  

H. Pengendalian Catatan Mutu 

Catatan Mutu adalah catatan-catatan yang menunjukkan mutu produk dan 

efektifitas sistem. Pengendalian catatan mutu di tiap unit kerja diatur sedemikian 

rupa sehingga mudah dicari untuk menunjukkan mutu proses. Catatan-catatan 

tersebut digunakan untuk menganalisa ‘trend’ mutu sebagaimana juga dapat 

digunakan untuk monitoring perbaikan dan pencegahan. Catatan Mutu harus 

mudah diidentifikasi, disimpan dan dipelihara dengan baik untuk mencegah 

kerusakan dan kehilangan. 

Setiap Kepala Biro, UPT, Dekan, Dekan, Direktur bertanggungjaab untuk 

mengendalikan catatan mutu yang berhubungan dengan operasi sistem 

manajemen mutu di area tanggungjawabnya masing-masing. Pengendalian ini 

diatur dalam Prosedur Pengendalian Catatan Mutu. 

I. Tanggungjawab Manajemen 

Komitmen Manajemen dibuktikan dengan pimpinan dalam menyusun, 

menetapkan dan mnengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu dan rencana mutu 

serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan yang ditetapkan. 

Semua dokumen mutu tersebut menunjukkan bahwa Pimpinan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo benar-benar ingin menjadikan institusi Institut Agama 
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Islam Negeri Ponorogo dapat menciptakan lulusan berkualitas yang memenuhi 

tuntutan stakeholders, memuaskan para dosen, karyawan dan 

mahasiswa.Kebijakan mutu dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada 

seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan 

pencapainnya ditinjau setiap periode untuk peningkatan pada periode berikutnya 

dalam Tinjauan Manajemen. Selain itu mekanisme pengukuran kepuasan 

pelanggan juga telah diatur dalam Prosedur Pemantauan, Pengukuran, Analisis 

dan Pelaporan. 

J. Sasaran Mutu 

Pimpinan Institut selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran 

mutu,termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk,ditetapkan 

pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan 

terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu berada pada setiap 

level  Institut, fakultas dan program studi. Untuk unit non fakultas, sasaran mutu 

merujuk pada elemen mutu terkait. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada 

dokumen Manual Mutu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem manajemen mutu. 

K. Tinjauan oleh Manajemen 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh Rektor dan 

dilaksanakan untuk memonitor efektifitas sistem mutu. Persiapan dan pelaksanaan 

tinjauan manajemen diatur dalam Prosedur Tinjauan Manajemen dilaksanakan 

minimal 1 kali setahun.  

Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen: 

a. Menjamin pelaksanaan sistem mutu terpelihara dan dikembangkan secara 

berkesinambungan sesuai dengan SN dan SNPT. 

b. Mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan 

c. Meninjau efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. 

Semua catatan yang berhubungan dengan kegiatan RTM dipelihara sebagai bagian 

dari Catatan Mutu. Masukan review harus mencakup informasi sebagai berikut: 

a. Hasil audit 

b. Umpan balik dari pelanggan 

c. Kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu 
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d. Status tindakan perbaikan dan tindakan penegahan 

e. Tindak lanjut terhadap hasil manajemen review sebelumya 

f. Rekomendasi untuk perbaikan 

g. Kemungkinan perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu 

Keluaran review harus mencakup tindakan untuk: 

a. Perbaikan terhadap sistem manajemen mutu Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo dan semua proses yang terkait 

b. Perbaikan terhadap jasa pendidikan yng berhubungan dengan persyaratan 

pelanggan 

c. Identifikasi kebutuhan sumber daya 

L. Manajemen Sumber Daya  

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berusaha menyediakan sumber 

daya yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan untuk penerapan Sistem 

Manajemen Mutu dan untuk meningkatkan keefektifan Sistem Mnajemen Mutu 

secara terus menerus dan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada 

mahasiswa dan para dosen. Sumber daya tersebut dapat mencakup antara lain: 

manusia, dana, peralatan, infrastruktur dan teknologi serta informasi. 

Penetapan dan penyediaan sumber daya dilakukan: 

a. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus 

menerus memperbaiki keefektifannya, dan 

b. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi 

persyaratan pelanggan 

Setiap menjelang awal tahun akademik baru, semua pejabat Rektorat, 

Fakultas, Jurusan/Program studi, Pusat dan Biro mengajukan anggaran yang 

menyangkut penyediaan dana, pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas (baik 

hardware maupun software) dan pendukung lainnya dan penyediaaa sumber daya 

yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan 

tugas dan tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses 

ditingkat rektorat sampi tingkat pengesahan. Periode anggaran Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya. 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menetapkan pengadaan dosen dan 

tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan persyaratan dosen dan tenaga 



 
 

31 | Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

kependidikanserta berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit. Kualitas 

dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan, 

pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. 

Penerimaan dosen dan karyawan dilakukan melalui Kabag Umum dan 

berkoordinasi dengan LPM. 

Bagi personil/petugas pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan atau 

kualifikasi seperti ditetapkan dalam Persyaratan Jabatan, kepada mereka diberikan 

program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, workshop, 

lokakarya, tugas belajar, dan lain-lain sesuai kebutuhan.Hasil pengembangan 

SDM seperti duraikan di atas dievaluasi efektifitas hasil pengembangannya oleh 

atasan langsung dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengembangan 

dilaksanakan. Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo juga selalu 

membina kesadaran pegawai mengenai relevansi dan pentingnya kegiatan mereka 

serta sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu. Saat ini jumlah dosen 

tetap Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat dilihat rinciannya sebagai 

berikut: 

 

Jumlah Pend. 

Tekahir 

Kepangkatan Sertikasi 

 

PNS 

S2 S3 Asisten 

Ahli 

Lektor Lektor 

Kepala 

Guru 

Besar 

Sdh Blm 

109 14 51 89 35 0 100 29 

DTNP 50        

DLB 83 4       

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kualifikasi kepangkataan 

dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berada pada jenjang lektor, 

sementara dengan jumlah yang minim yaitu lektor kepala sementara itu belum ada 

berkualifikasi guru besar. Hal ini memerlukan perhatian serius untuk mendorong 

para dosen melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dengan menyediakan 

beasiswa pendidikan, dan melakukan percepatan memperoleh gelar guru besar 

dengan memberikan bantuan dana penelitian dan penerbitan karya ilmiah dosen 
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dalam jurnal bereputasi internasional. Besaran dan jenis bantuan tersebut 

tercantum dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo setiap tahunnya. 

M. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo untuk memberikan jasa pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa 

dituangkan dalam bentuk penyediaan sarana ruang perkuliahan dan laboratorium 

beserta fasilitasnya yang ditunjang oleh peralatan yang diperlukan untuk 

memberikan suasana akademik yang kondusif. 

Khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus/disabilitas/difabel Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berupaya untuk 

menyediakan ruangan tersendiri yang akan diwujudkan 

 Selain itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menyediakan 

lingkungan kerja melalui pengadaan sarana lingkungan yang dapat mendukung 

proses belajar mengajar serta layanan kepada mahasiswa yang sesuai dengan SN 

dikti dan SNPT 

 Pelaksanaan Tridharma yang mencakup pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

berbasis penerapan transdisipliner dengan tetap berpedoman pada SN Dikti dan 

SNPT. Untuk mendukung pelaksanaan pengajaran Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo harus menyediakan ruang kelas yang memadahi. Selanjutnya Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo juga menyediakan ruang dosen pribadi dengan 

ukuran 2 x 2,5 meter persegi/orang dilengkapi dengan 1 meja biro, 1 kursi dan 1 

lemari dengan dukungan personal Computer (PC) yang memadai dan terkoneksi 

dengan internet. 

Dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di kalangan dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo di 

diwujudkan dengan memberikan keluasaan kesempatan dan dukungan 

pembiayaan yang mencukupi guna menghasilkan karya hasil penelitian yang 

dapat dipublish dalam jurnal bereputasi. Dalam hal ini Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo perlu mengalokasikan dana sebesar 30% dari jumlah Biaya 

Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).   
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III 

Prosedur  Manual SPMI 

 

A. Manual Penetapan Standar SPMI  

 Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan 

pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, 

secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti 

mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.  

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo serta dirumuskan dengan 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.  

2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat 

institut, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, 

dan seterusnya sesuai kebutuhan.  

3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan 

kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan 

standar yang akan disusun.  

4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan 

terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan 

dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan 

(tracer study).  

5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh 

bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah 

ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.  

6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri 

terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.  

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun 

beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga 

kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders 

eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.  
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8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang 

lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat 

dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus 

penjaminan mutu sebelumnya.  

9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan 

balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat 

digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.  

10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit 

kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat institut dan 

fakultas.  

11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah 

mendapat persetujuan Senat.  

12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo setelah mendapat persetujuan Senat Institut.  

13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara 

terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, dan Degree) yang berarti:  

Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang 

bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut  

Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat 

“should be” yang harus selalu dapat diukur  

Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objekdalam perilaku 

(behaviour) yang telah dirumuskan  

Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai 

atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut Jika standar 

dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada 

pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.  
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B. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo  

 Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, 

tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan 

mekanisme sebagai berikut.  

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu 

menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program 

dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.  

2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai 

dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang 

di atasnya.  

3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu 

pada pencapain standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.  

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja 

perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk 

menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang 

ditetapkan.  

5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara 

sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara 

berkelanjutan.  

6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara 

efektif, efisien dan sistematis.  

 

C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo  

 Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi 

Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. 

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk 

akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, 

SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi 

kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan 
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audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu 

siklus mencakup tujuh komponen berikut.  

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar 

tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI 

dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan 

pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, 

jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah 

pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.  

2. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, 

dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik 

maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam 

penyelenggaraan prosesproses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk 

menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih 

diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik 

dari tiap individu, unit kerja, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara 

keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen 

mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan 

dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.  

3. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang 

secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas 

untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun 

unit terkait.  

4. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, 

jurusan/bagian dan program studi).  

5. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada 

temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.  

6. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu 

Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit 
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pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian 

standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.  

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

program dan kegiatan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berjalan sesuai 

dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian 

standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan 

dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut.  

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non 

akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik 

dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu 

Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua 

program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.  

2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, 

sedikitnya satu tahun sekali.  

3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun 

oleh Institut.  

4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit 

sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.  

5. Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu 

internal kepada Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo apabila diperlukan.  

6. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus melakukan audit kepada 

seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.  

7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit (auditor) yang 

dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Gugus Mutu Fakultas 

Fakultas.  

8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang 

diterbitkan oleh Rektor.  

9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal yang dilakukan auditor  harus 

ditindaklanjuti oleh LPM dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan 

dilaporkan kepada pimpinan institut, Dekan/Direktur/pimpinan  lembaga 

dan Senat Institut.  
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10. Institut, Fakultas/Pascarjana, pimpinan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif 

untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang 

berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan,dosen dan 

senat institut/fakultas.  

11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar  

Operasional Prosedur Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat 

berupa:  

1. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan  

2. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan  

3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan  

4. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan  

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) 

standar SPMI  

 

D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo  

 Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti 

prosedur yang disepakati.Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui 

mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan 

Standar.Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di 

lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo perlu menetapkan secara sah 

standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap 

pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang 

menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan 

mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan 

hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah 

ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi 
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pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) 

pengembangan dan peningkatan standar.  

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan 

dan konsisten.Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen 

(perbaikan dan peningkatan berkelanjutan). 

 

 

Gambar 3.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu 

E. Manual Peningkatan Standar SPMI Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo  

 Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:  

a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit 

mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) 

penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan  

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI 

didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang 

berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang 

berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement 

melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan 

melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan 

mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. 

Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang 

berulangkali dan juga berkelanjutan.  

 Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam Standard Operational 

Procedures (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana 
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mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup 

wewenang dan tugasnya masing-masing. 

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab: 

A. Tingkat Institut 

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat institut terdiri atas 

Institut, Senat Institut, Pimpinan institut dan Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) 

2. Institut adalah badan normatif tertinggi di Institut yang beranggotakan 

antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan perwakilan jurusan. 

Tugasnya antara lain: 

a. menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta 

peraturan-peraturan  yang diperlukan lembaga; 

b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, 

kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika; 

c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut; 

d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 

e. memberi masukan kepada pimpinan Institut dalam penyusunan 

rencana strategis; 

f. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan 

Institut; 

B. Tingkat Fakultas 

1. Gugus Mutu di tingkat fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kelembagaan. 

2. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga 

administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya 

mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, 

Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. 

3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, bertanggung jawab atas 

tersusunnya: 

a. Standar Akademik Fakultas, 
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b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan 

c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar 

Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat 

Institut. 

3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. 

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Gugus Mutu 

4. Tiap fakultas memiliki Gugus Mutu Fakultas yang dibentuk dengan SK 

Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kelembagaan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu 

akademik yang mencakup antara lain: 

a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas; 

b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu 

Fakultas; 

c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di 

fakultas yang bersangkutan; 

d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang 

pelaksanaan penjaminan mutu. 

5. Dekan menerima laporan audit mutu  dari Gugus Mutu Fakultas. Dekan 

melakukan koordinasi tindaklanjut temuan monitoring dan evaluasi serta 

audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi 

sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut. 

6. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara 

khusus. 

C. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi 

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab 

atas tersusunnya: 

a. Spesifikasi Program Studi (SP) 

b. Manual Prosedur (MP) dan 

c. Instruksi Kerja (IK) 

yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual 

Prosedur Tingkat Fakultas. 
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2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya: 

a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK; 

b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; 

c. evaluasi hasil proses pembelajaran; 

d. tindakan perbaikan proses pembelajaran; 

e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan. 

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan 

Non-Akademik. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, 

sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 

1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga 

kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, 

prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan 

kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti 

dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup 

yang mengarah pada pencapaian keunggulan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu 

pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini 

mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas 

implementasi  Sistem Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

adalah SPM Akademik dan Non akademik, dalam hal ini pengelolaan ADM dan 

SDM,  penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolan Sistem 

Manajemen  Institut. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya 

berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo akan menetapkan terlebih dahulu tujuan 

yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. 

Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan 

selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih 
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baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP 

juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan 

siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat 

pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun 

akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, 

untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan 

rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin 

bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin 

mutunya, dan bahwa SPMI institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan 

kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah 

perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model 

manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk 

mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal  oleh BAN- PT. 
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